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TIGA TERDAKWA KORUPSI SITUS BENTENG PUTRI HIJAU DITUNTUT 

DUA TAHUN PENJARA 

 

 

 

Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com/ 

 

Medan (ANTARA) - Tiga terdakwa korupsi kegiatan penataan Situs Benteng 

Putri Hijau di Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dituntut dua tahun 

penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut. 

 "Meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa 

dengan masing-masing pidana penjara selama dua tahun,” kata JPU Ahmad Hawali di 

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (23/6/2025). JPU mengatakan 

ketiga terdakwa, yakni Junaidi Purba selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 

lalu Rizal Gozali Malau selaku konsultan pengawas dari CV Citra Pramatra, dan Rizal 

Silaen merupakan Wakil Direktur CV Kenanga selaku pelaksana konstruksi atau rekanan 

diyakini melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp771 juta.  

“Perbuatan ketiga terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP," jelas dia. Menurut JPU, hal memberatkan perbuatan ketiga terdakwa 

karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi. “Sementara hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan,” 

ucapnya.  

Setelah mendengarkan tuntutan dari JPU, Hakim Ketua Andriyansyah menunda 

persidangan dan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda nota pembelaan atau 

pledoi dari ketiga terdakwa. “Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin (30/6) dengan 

agenda pledoi dari para terdakwa,” ujar Hakim Andriyansyah. 

https://sumut.antaranews.com/
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JPU Ahmad dalam surat dakwaannya menyampaikan, bahwa kegiatan proyek 

penataan Situs Benteng Putri Hijau ini memiliki pagu anggaran senilai Rp4,89 miliar. 

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022, 

yang dikelola oleh Disbudparekraf Pemprov Sumut. 

"Pada proyek ini mencakup pekerjaan di antaranya, pematangan lahan, 

pembangunan jalan dan saluran, serta pemasangan pagar keliling dengan nilai kontrak 

sebesar Rp3,37 miliar," jelasnya. Namun, lanjut JPU, pekerjaan dilakukan oleh terdakwa 

Zumri Sulthony (berkas terpisah) selaku mantan Kadisbudparekraf Sumut bersama 

dengan ketiga terdakwa hanya mencapai progres fisik sebesar 75,03 persen hingga 

berakhir masa kontrak. 

"Dari hasil uji mutu Laboratorium Beton dan Bangunan Fakultas Teknik Sipil 

Universitas Katolik Santo Thomas menunjukkan, bahwa beberapa hasil pekerjaan tidak 

memenuhi spesifikasi teknis (K-250), sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak," ucap 

dia. Akibat kelalaian dan penyimpangan itu, ungkap JPU, negara mengalami kerugian 

sebesar Rp841 juta berdasarkan selisih nilai pekerjaan yang dibayarkan dengan realisasi 

dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai. “Dimana, untuk pekerjaan penataan situs 

Benteng Putri Hijau tersebut, tidak selesai tepat waktu dan dilakukan addendum sampai 

dua kali hingga ada kekurangan volume pekerjaan,” jelasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/627989/tiga-terdakwa-korupsi-situs-benteng-

putri-hijau-dituntut-dua-tahun-penjara, 23 Juni 2025. 

2. https://medan.tribunnews.com/2025/06/23/3-terdakwa-korupsi-benteng-putri-hijau-

dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara, 23 Juni 2025. 

 

Catatan Berita: 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pasal 2  

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

https://sumut.antaranews.com/berita/627989/tiga-terdakwa-korupsi-situs-benteng-putri-hijau-dituntut-dua-tahun-penjara
https://sumut.antaranews.com/berita/627989/tiga-terdakwa-korupsi-situs-benteng-putri-hijau-dituntut-dua-tahun-penjara
https://medan.tribunnews.com/2025/06/23/3-terdakwa-korupsi-benteng-putri-hijau-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara
https://medan.tribunnews.com/2025/06/23/3-terdakwa-korupsi-benteng-putri-hijau-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara
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Pasal 5 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) setiap orang yang:  

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau  

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau 

janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 11 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal 

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang 

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan 

dengan jabatannya. 

 

Pasal 12 

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah):  

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 
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b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 

 

Pasal 18  

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :  

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-

barang tersebut;  

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama 

dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;  

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 

(satu) tahun;  

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan 

seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan 

oleh Pemerintah kepada terpidana. 

 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Pasal 1 

Angka 22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

 


